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BUPATI LEBONO, 

bahwa untuk memenuhi Peraturan Mcnteri Dalam Negcrl 
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pcdoman Teknis Pcnge!olaan 
Keuangan Oa..-rah clan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2020 tcntang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan 8clanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 pt'tlu ditetapkan Peraturan 
Bupali tentang Perubahan Anggaran Kas Tahun Anggaran 
2021 sebagal lnndnsan opt"rasional pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2021 ; 

I. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; 

2. Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolus;, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tnhun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tnhun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndone-sia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2003 tentang 
Pcmbcnrukan Kabupaten Lebong dan Kabupatcn 
Kepahiang di Provlnsl Dengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lemharan Negarn Republik Indonesia Nomor 4349 ); 

5. Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusn.t dan 
Pemerintahan Daemh (Lembnran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem baran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438); 
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6· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera1urnn l'crundRng-Unclangan (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tnmbahnn Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana lclah diuhah dcngan Undang-Undang 
Nomor 15 Tnhun 2019 lenlung Pcrubahon I\Uls Undang• 
Undnng Nornor 12 Tnhun 2011 tcntang Pernbcntukan 
Peratumn Perundang-Undangnn 11.emharan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N:>mor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Rcpuhlik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 24·1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana 
1cl11h diuhah beberapa kali tcrakhir dcngan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan J<edua 
1\tas Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 20 14 tcntang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negarn Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturnn Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tcntang 
Bcrlakun}'a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 clan 
Pelaksanaan Pcmerintahan di Pro11insi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dim Pernerintahan Oaerah 
J<abupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

11. Peraturan Pemcri.ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Kcuanga.n Oaeral1 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peratumn Menteri Dalam Negerl Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban J<euangan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4022); 



/ 
13. Peraturan Menteri Dalam N 

tcntang Pccloman p 
1
cgeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebn ai . engc olAan Kcuangan Daerah, 
p . g mana lelat! diubnh bcbcrapa knli tcrakhir dengAn 
eraturan Menten Dalom Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 

~nla~g Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam 
cgen Nomor 13 Tahun 2006 tcnlnng Pc<loman 

Pcngclolaan l(eunngan Daerah jBerita Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

14. Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 
1entang Pembentukan Prorluk Hukum Daerah (Berita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
scbagaimana lelah diubnh dcngan Pcraluran Mcntcri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan 
Atas PeraIura11 Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tcnIang Pcmbentukan Prociuk Hukum Dacrah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

15. Pcraturan Daerah Kabupalcn Lebong Nomor 8 Tabun 
2016 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 20 L6 Nomor 
8), sebagai mana tclah diubah dcngan Peraturan Dacrah 
Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 20 I 7 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangk11 Mencngah DacraJ1 (RPJMD) Kabupaten Lebong 
Tahun 2016-2021 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Lebong 
Tahun 2017 Nomor 14); 

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Le bong Nomor IO Tahun 
2020 tentang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2020 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapk.an : PERATURAJf BUPATI LEBONG TENTANG AMGGARAN KAS 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

Paul 1 

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan clan perkiraan arus kas keluar, untuk mengatur ketersedfaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 
2021. 

Pua12 

Anggaran Kae sebagaimana dlmaksud dalam Pasal J di.rinci lebih lanjut dalam 
Lampiran Peraturan Bupatl inL 



Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut ctnJam Pnsnl 2 merupaknn bnginn yang tidak 
terpisahkan dari ~raturan Bu pnl i ini. 

Paul4 

Pelaksanaan Anggaran Kas yang dite tnpkan ctn.lam peraturan ini dituangka~ 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesua, 
dengan Pcraturnn ~rundang-undangan. 

Paul5 

Peraturan Bupati ini mu lai berlnku pndn tnngga l diu ndangkan . 

Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini d engan penempatannya dalam Berita Dnerah Knbupaten l..ebong. 

Dilelapkan di Tubei 
pada tanggal 4 Januari 2021 

;leUPATI LEBONG, 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 4 Januari 2021 

ll'G, 

H. MUSTARANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 1 
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